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A B S T R A C T 

Natural disasters not only cause physical and economic destruction but also disrupt civic engagement 

and political participation at the local level. However, limited scholarly attention has been given to how 

post-disaster political participation can be reconstructed through community-based and culturally 

grounded interventions. Drawing on political participation theory and the concept of political literacy, 

this study examines a Participatory Action Research (PAR) program conducted by lecturers and 

students of the Islamic Political Thought Study Program at UIN Mahmud Yunus Batusangkar in 

Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar Regency, following the 2024 galodo disaster. The program 

implemented Focus Group Discussions (FGDs) with local stakeholders, political literacy training for 

women, and community-based anti–money politics campaigns ahead of the 2024 local elections. The 

findings reveal that participatory political education enhanced civic awareness, particularly among 

women and youth, revitalized local political discourse, and strengthened normative resistance to vote-

buying practices. These outcomes indicate that community-based political literacy functions as a 

mechanism for post-disaster democratic recovery. The study proposes a contextual model of post-disaster 

political education that integrates participation, local cultural values, and democratic resilience, offering 

an adaptable framework for disaster-affected regions in strengthening local democracy. 
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A B S T R A C T 

Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, tetapi juga 

mengganggu partisipasi kewargaan dan kehidupan politik di tingkat lokal. Namun, kajian 

mengenai pemulihan partisipasi politik pascabencana melalui pendekatan berbasis komunitas 

masih relatif terbatas. Berangkat dari teori partisipasi politik dan literasi politik, penelitian ini 

menganalisis program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan 

mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar di 

Nagari Pasie Laweh, Kabupaten Tanah Datar, pascabencana galodo tahun 2024. Program ini 

menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui kegiatan Focus Group 

Discussion (FGD) dengan tokoh masyarakat dan lembaga nagari, pelatihan literasi politik bagi 

perempuan, serta kampanye anti politik uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2024.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis partisipasi mampu meningkatkan 

kesadaran kewargaan masyarakat, khususnya perempuan dan pemuda, menghidupkan 
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kembali ruang diskursus politik lokal, serta memperkuat resistensi normatif terhadap praktik 

politik uang. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi politik berbasis komunitas berfungsi 

sebagai instrumen pemulihan sosial-politik pascabencana sekaligus memperkuat kualitas 

demokrasi lokal. Studi ini menawarkan model konseptual pendidikan politik pascabencana 

yang mengintegrasikan partisipasi warga, nilai-nilai kearifan lokal, dan penguatan demokrasi, 

sehingga dapat diadaptasi pada wilayah rawan bencana lainnya dalam rangka memperkuat 

ketahanan demokrasi lokal. 
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PENDAHULUAN  

Partisipasi politik merupakan elemen fundamental dalam demokrasi modern 

karena mencerminkan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses politik yang 

menentukan arah kebijakan publik dan kehidupan sosial mereka (Almond & Verba, 

1963). Tingginya tingkat partisipasi politik tidak hanya berkontribusi pada legitimasi 

sistem politik, tetapi juga menjadi indikator kualitas demokrasi substantif yang 

berorientasi pada keterlibatan warga secara sadar dan rasional. Berbagai studi 

menunjukkan bahwa pendidikan politik dan literasi demokrasi memiliki peran 

signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, baik dalam pemilu nasional 

maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia (Putri, 2017; Maulia, 2023; Kadir et al., 

2024). 

Namun demikian, partisipasi politik tidak berkembang secara seragam dalam 

seluruh konteks sosial masyarakat. Tingkat keterlibatan warga dalam aktivitas politik 

sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan situasional. Di Indonesia, 

kondisi geografis, keterbatasan akses pendidikan politik, serta situasi luar biasa seperti 

bencana alam terbukti memengaruhi dinamika partisipasi politik masyarakat (Hadiati, 

2019; Wula et al., 2022). Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi 

juga berdampak pada aspek psikososial dan melemahkan struktur sosial-politik 

komunitas lokal. Dalam situasi pascabencana, perhatian masyarakat cenderung 

terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan kehidupan keluarga, 

sehingga urusan politik elektoral menjadi kurang mendapat perhatian. 

Kondisi tersebut terlihat secara nyata dalam peristiwa bencana galodo yang 

melanda Nagari Pasie Laweh, Kabupaten Tanah Datar, pada tahun 2024. Tekanan 

ekonomi, trauma psikologis, serta ketidakpastian masa depan menyebabkan orientasi 

politik warga mengalami pergeseran sementara. Partisipasi dalam diskursus politik dan 

agenda Pilkada cenderung melemah karena masyarakat lebih memprioritaskan upaya 

bertahan hidup dan pemulihan pascabencana. 

Literatur internasional menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap partisipasi 

politik bersifat kompleks dan tidak selalu menghasilkan pola yang sama. Penelitian Fair 
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et al. (2017) di Pakistan, misalnya, menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat 

terdampak banjir justru dapat meningkat apabila pemerintah dan masyarakat sipil 

mampu merespons dampak ekonomi secara efektif. Dalam konteks tersebut, warga 

memperoleh pembelajaran politik mengenai kapasitas negara dan terdorong untuk 

terlibat dalam proses elektoral. Sebaliknya, tinjauan sistematis yang dilakukan (Bagiyan 

& Bakunts,2023) menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan masyarakat dalam proses 

pemulihan bencana berpotensi meningkatkan ketangguhan komunitas, berbagai 

hambatan struktural sering kali membatasi kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan politik. 

Di Indonesia, kajian empiris mengenai hubungan antara bencana dan partisipasi 

politik masih relatif terbatas. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

rendahnya literasi politik, terutama di kalangan kelompok marginal seperti perempuan 

dan pemuda, menjadi faktor penghambat utama partisipasi politik (Putri, 2017). Dalam 

konteks pascabencana, lemahnya literasi politik dapat memperparah penurunan 

partisipasi dan berimplikasi pada melemahnya legitimasi demokrasi lokal, khususnya 

menjelang Pilkada 2024. 

Momentum Pilkada sejatinya merupakan kesempatan strategis bagi masyarakat 

terdampak bencana untuk memilih pemimpin yang memiliki sensitivitas terhadap 

kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi sosial. Namun, trauma kolektif, menyempitnya 

ruang publik, serta minimnya pendidikan politik partisipatif justru berpotensi 

menurunkan kualitas partisipasi pemilih. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Bovan 

et.al, 2018) yang menunjukkan bahwa bencana dapat menjadi hambatan serius bagi 

partisipasi politik apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pendidikan politik yang 

adaptif dan inklusif. 

Meskipun berbagai studi telah menegaskan pentingnya literasi politik dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat, namun kajian yang secara spesifik mengkaji 

kondisi masyarakat pascabencana dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia masih 

terbatas. Ketiadaan pendekatan yang adaptif terhadap situasi krisis berpotensi 

menurunkan partisipasi politik, melemahkan legitimasi demokrasi, serta meningkatkan 

kerentanan terhadap praktik politik transaksional, terutama pada kelompok rentan. 

Oleh karena itu, urgensi pengabdian ini terletak pada kebutuhan menghadirkan model 

pendidikan politik yang kontekstual, responsif, dan inklusif. 

Pemilihan Kabupaten Tanah Datar, khususnya Nagari Pasie Laweh, didasarkan 

pada kondisi sebagai wilayah terdampak langsung bencana galodo 2024 dengan 

konsekuensi sosial-ekonomi dan psikologis yang signifikan, serta memiliki struktur 

sosial berbasis nagari dan nilai adat yang kuat namun belum dioptimalkan sebagai 

medium pendidikan politik. Keterbatasan akses pendidikan politik dan rendahnya 

keterlibatan perempuan serta pemuda menunjukkan adanya kesenjangan antara 

potensi sosial lokal dan kapasitas partisipasi aktual. Dengan demikian, Nagari Pasie 

Laweh menjadi lokus strategis untuk mengembangkan model pendidikan politik 

berbasis komunitas yang kontekstual dan berpotensi direplikasi, guna mencegah 

penurunan kualitas partisipasi politik dan melemahnya legitimasi demokrasi lokal 

secara sistemik. 

Pengabdian ini menawarkan kebaruan dalam bentuk pengembangan model 

pendidikan politik berbasis komunitas yang secara spesifik dirancang untuk konteks 

masyarakat pascabencana dengan mengintegrasikan literasi politik, pendekatan 
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partisipatif, dan kearifan lokal sebagai instrumen penguatan demokrasi lokal.Oleh 

karena itu, pendidikan politik berbasis komunitas yang peka terhadap konteks budaya 

lokal menjadi kebutuhan mendesak. Literasi politik yang dikembangkan secara kultural 

terbukti mampu meningkatkan kesadaran warga mengenai hak dan tanggung jawab 

politik serta memperkuat kapasitas komunitas dalam menjaga kualitas demokrasi 

(Putri, 2017; Alfarisyi et al., 2023). 

Dengan demikian, intervensi literasi politik melalui pendekatan partisipatif tidak 

hanya relevan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tetapi juga berfungsi 

sebagai modal sosial dalam merevitalisasi ruang publik dan kesadaran kolektif 

masyarakat. Kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak berhenti pada dampak jangka 

pendek, melainkan menjadi model pendidikan politik berkelanjutan yang memperkuat 

demokrasi lokal di Nagari Pasie Laweh.  

BAHAN DAN METODE  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan 

pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu suatu pendekatan partisipatif 

yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial 

melalui kerja kolaboratif antara tim pengabdian dan komunitas sasaran. Dalam 

pendekatan ini, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek intervensi, melainkan 

sebagai subjek yang secara aktif terlibat dalam keseluruhan proses pengabdian, mulai 

dari pengenalan persoalan, perumusan kebutuhan, perencanaan tindakan, 

implementasi program, hingga evaluasi dan refleksi bersama. Dengan demikian, proses 

pengabdian yang dilakukan tidak bersifat top-down, tetapi berangkat dari pengalaman, 

pengetahuan, dan kebutuhan lokal masyarakat (Kemmis & McTaggart, 2005). 

Pendekatan PAR dipandang relevan untuk diterapkan pada masyarakat 

pascabencana karena kondisi krisis sosial dan psikologis yang dihadapi warga 

membutuhkan strategi penguatan kapasitas partisipatif secara berkelanjutan. Melalui 

keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, PAR 

memungkinkan terjadinya proses pembelajaran kolektif yang mendorong pemulihan 

sosial-politik secara inklusif. Hal ini sejalan dengan pandangan Reason dan Bradbury 

(2008) yang menekankan bahwa riset dan aksi partisipatif berperan penting dalam 

membangun transformasi sosial berbasis pengalaman komunitas. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dirancang dan dilaksanakan melalui tiga 

tahapan utama yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah observasi dan pemetaan 

sosial-politik, yang dilakukan melalui kunjungan lapangan, observasi partisipatif, serta 

wawancara awal dengan warga dan tokoh lokal di Nagari Pasie Laweh. Tahapan ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi sosial masyarakat 

pascabencana, pola relasi antaraktor lokal, tingkat partisipasi politik warga, serta 

berbagai bentuk kerentanan sosial-politik yang muncul setelah bencana galodo. Proses 

pemetaan ini menjadi fondasi penting dalam merancang program pengabdian yang 

kontekstual dan responsif terhadap realitas lokal, sebagaimana ditekankan dalam 

pendekatan partisipatif berbasis pengetahuan masyarakat (Chambers, 2017). 

Tahap kedua merupakan pelaksanaan program inti pengabdian, yang disusun 

berdasarkan temuan pemetaan awal dan dijalankan secara partisipatif bersama 

masyarakat. Program inti pengabdian mencakup tiga bentuk kegiatan utama. Pertama, 
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pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tokoh adat, perangkat 

nagari, pemuda, dan unsur kelembagaan lokal lainnya. FGD ini bertujuan untuk 

merumuskan strategi kolektif dalam mendorong peningkatan partisipasi politik 

masyarakat secara inklusif dan beretika menjelang Pilkada 2024. Melalui FGD, berbagai 

perspektif dan pengalaman lokal dipertemukan dalam ruang dialog deliberatif untuk 

membangun kesepahaman bersama mengenai tantangan dan peluang demokrasi di 

tingkat nagari (Kindon et al., 2007). 

Pada tahap  ini, terdapat dua program yang dilakukan oleh tim pengabdian yakni 

kegiatan literasi politik bagi perempuan, yang difokuskan pada peningkatan 

pemahaman mengenai hak dan kewajiban politik warga negara, penguatan kesadaran 

kritis, serta dorongan terhadap keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan 

keputusan di tingkat lokal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

posisi perempuan yang kerap berada pada lapisan marjinal dalam struktur politik desa, 

terlebih dalam situasi pascabencana yang meningkatkan beban domestik dan sosial. 

Oleh karena itu, intervensi literasi politik diarahkan untuk membangun kesadaran 

emansipatoris dan mendorong keadilan serta inklusivitas politik.  

Program selanjutnya adalah kampanye anti politik uang sebagai bentuk edukasi 

politik masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak negatif praktik 

politik transaksional terhadap kualitas demokrasi lokal. Kampanye ini dilaksanakan 

melalui diskusi publik dan penyampaian pesan-pesan edukatif yang disesuaikan 

dengan konteks sosial masyarakat pascabencana. Tujuannya adalah membangun 

kesadaran kolektif agar warga menolak praktik politik uang dalam proses elektoral 

serta memperkuat integritas demokrasi di tingkat lokal (Marsudi & Sunarso, 2019). 

Tahap ketiga adalah refleksi dan tindak lanjut, yang dilakukan melalui evaluasi 

partisipatif bersama masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas 

pelaksanaan program, mengidentifikasi perubahan pengetahuan dan sikap politik 

warga, serta merumuskan pembelajaran kolektif dari seluruh rangkaian kegiatan 

pengabdian. Proses refleksi diarahkan pada penyusunan rencana aksi berkelanjutan 

yang akan dilanjutkan oleh kelompok pemuda dan perempuan di tingkat nagari. 

Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak berhenti pada intervensi jangka pendek, 

tetapi berkontribusi pada penguatan kapasitas lokal dan keberlanjutan praktik 

partisipasi politik yang demokratis (Reason & Bradbury, 2008). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Kondisi Awal Partisipasi Politik Pascabencana 

Pasca terjadinya bencana galodo yang melanda Nagari Pasie Laweh pada awal 

tahun 2024, masyarakat menghadapi tekanan psikologis yang cukup berat. 

Kerusakan material dan nonmaterial yang dialami warga, disertai trauma akibat 

peristiwa bencana, mendorong sebagian besar masyarakat untuk memusatkan 

perhatian dan energi mereka pada upaya bertahan hidup serta pemulihan kondisi 

keluarga. Dalam situasi tersebut, isu-isu politik, khususnya yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Pilkada, cenderung dipersepsikan sebagai hal yang tidak mendesak 

dan berada di luar prioritas kebutuhan masyarakat. Pola ini sejalan dengan berbagai 

temuan penelitian yang menunjukkan bahwa dalam konteks krisis, orientasi warga 
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sering bergeser dari partisipasi politik elektoral menuju pemulihan sosial dan 

ekonomi rumah tangga (Kondoh & Miyazaki, 2024). 

Kondisi ini berdampak langsung pada melemahnya partisipasi politik dalam 

bentuk-bentuk konvensional. Aktivitas seperti menghadiri sosialisasi calon, 

mengikuti forum diskusi publik, maupun membicarakan visi dan misi kandidat 

hampir tidak terlihat dalam dua bulan pertama pascabencana. Sebagian warga 

menilai bahwa membicarakan politik kekuasaan di tengah suasana duka dan 

ketidakpastian sosial dianggap tidak pantas. Sikap tersebut mencerminkan adanya 

distorsi pemahaman terhadap politik, yang dipandang sebagai ranah elitis dan 

terpisah dari persoalan konkret yang sedang dihadapi masyarakat. Dalam perspektif 

political efficacy, situasi krisis semacam ini berpotensi melemahkan keyakinan 

warga bahwa keterlibatan mereka dalam proses politik dapat menghasilkan dampak 

yang nyata (Campbell et al., 1954). 

Temuan hasil observasi lapangan dan wawancara awal yang dilakukan oleh 

tim pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui 

secara jelas jadwal maupun tahapan Pilkada 2024. Bahkan, tidak sedikit warga yang 

mengaku belum mengenal calon kepala daerah yang akan berkompetisi. Kondisi ini 

menunjukkan adanya keterputusan yang cukup serius antara arus informasi politik 

dan realitas sosial masyarakat di tingkat lokal. Situasi tersebut semakin diperparah 

oleh kerusakan infrastruktur komunikasi, seperti listrik dan jaringan internet, akibat 

bencana. Sejumlah studi menegaskan bahwa terganggunya akses informasi 

pascabencana merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap 

menurunnya partisipasi politik masyarakat lokal (Shaw, 2012). 

Dalam konteks ini, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh 

rendahnya partisipasi politik. Beban domestik yang meningkat secara signifikan 

pascabencana mulai dari pengasuhan anak, pengelolaan dapur umum, hingga 

pemenuhan kebutuhan keluarga menyisakan ruang yang sangat terbatas bagi 

perempuan untuk mengikuti perkembangan isu-isu politik. Keterbatasan literasi 

politik yang telah ada sebelumnya semakin memperdalam ketidakterlibatan 

perempuan dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Temuan ini 

memperkuat argumen bahwa bencana cenderung memperlebar kesenjangan gender 

dalam partisipasi politik, mengingat perempuan sering kali menanggung beban 

sosial yang berlipat ganda pada masa krisis (Kreutzer, 2023; O’Brien & Piscopo, 2023; 

Fair et al., 2017). 

Di sisi lain, kelompok pemuda yang dalam kondisi normal sering berperan 

sebagai penggerak utama partisipasi politik justru menunjukkan penurunan 

keterlibatan dalam arena politik elektoral. Sebagian besar pemuda lebih banyak 

terlibat dalam aktivitas kerelawanan, distribusi bantuan, serta kerja-kerja 

kemanusiaan lainnya. Namun, keterlibatan tersebut tidak berkembang menjadi 

ruang advokasi politik atau diskusi mengenai agenda demokrasi lokal. Fenomena 

ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk partisipasi dari politik elektoral menuju 

partisipasi sosial, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai studi tentang 

keterlibatan pemuda di wilayah terdampak krisis dan bencana (Nissen & Carlton, 

2023). 

Perangkat nagari dan lembaga-lembaga unsur, seperti Kerapatan Adat Nagari, 

Bamus, serta lembaga kemasyarakatan lainnya, juga mengakui bahwa agenda politik 
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bukan menjadi prioritas utama dalam rapat-rapat nagari pascabencana. Fokus 

perhatian mereka lebih diarahkan pada koordinasi bantuan, pemulihan fasilitas 

umum, serta pendataan ulang warga terdampak. Dalam kondisi seperti ini, 

penyelenggara Pilkada menghadapi kendala dalam melakukan sosialisasi karena 

tidak adanya titik temu antara agenda kelembagaan nagari dan kebutuhan elektoral. 

Situasi tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, pemerintahan lokal 

cenderung menunda agenda demokrasi prosedural demi menjaga stabilitas sosial 

masyarakat (Boin & Hart, 2016). 

Rendahnya partisipasi politik masyarakat pascabencana juga diperkuat oleh 

absennya pendidikan politik yang sensitif terhadap konteks kebencanaan. 

Masyarakat tidak memiliki rujukan maupun pengalaman tentang bagaimana 

seharusnya bersikap secara politik dalam situasi krisis. Padahal, berbagai 

pengalaman internasional menunjukkan bahwa proses rekonstruksi yang inklusif 

sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga dalam memilih pemimpin dan 

mengawal kebijakan pemulihan pascabencana (Aldrich & Meyer, 2018). 

Dalam konteks budaya Minangkabau, praktik musyawarah dan mufakat 

selama ini menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan kolektif. Namun 

pascabencana, mekanisme tersebut turut mengalami gangguan. Kerusakan rumah 

gadang, tidak berfungsinya pusat-pusat kegiatan adat, serta kesibukan para tokoh 

adat dalam menangani persoalan komunitas masing-masing menyebabkan ruang 

deliberatif yang biasanya menjadi arena pembahasan arah politik nagari tidak dapat 

berjalan secara optimal. Kondisi ini mencerminkan melemahnya praktik demokrasi 

deliberatif di tingkat lokal akibat rusaknya ruang sosial pascabencana (Dryzek, 

2016). 

Selain itu, muncul kekhawatiran yang cukup kuat bahwa situasi krisis dapat 

membuka peluang bagi praktik politik uang. Melemahnya kondisi ekonomi 

masyarakat menjadikan sebagian warga berada dalam posisi yang rentan terhadap 

tawaran bantuan instan dari calon atau tim sukses tertentu. Kekhawatiran ini sejalan 

dengan berbagai temuan yang menunjukkan bahwa praktik vote buying cenderung 

meningkat pada komunitas yang secara ekonomi berada dalam kondisi rentan 

(Muhtadi, 2019). 

Secara keseluruhan, kondisi awal partisipasi politik masyarakat Nagari Pasie 

Laweh pascabencana menunjukkan adanya stagnasi kolektif dalam merespons 

dinamika politik lokal. Tanpa adanya intervensi yang tepat, kontekstual, dan 

partisipatif, Pilkada 2024 berpotensi kehilangan kualitas substantif akibat rendahnya 

keterlibatan warga sebagai pemilih yang sadar dan kritis. Oleh karena itu, 

pelaksanaan program literasi politik, FGD bersama unsur nagari, serta kampanye 

anti politik uang menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari upaya 

pemulihan sosial-politik di wilayah terdampak bencana. 

 

2. Dinamika Persepsi Politik Tokoh Masyarakat Pascabencana 

Dalam upaya menganalisis dinamika persepsi politik tokoh masyarakat dan 

unsur nagari pada situasi pascabencana, Focus Group Discussion (FGD) dipilih 

sebagai instrumen partisipatif utama. Metode ini dirancang untuk menelusuri 

pandangan, pengalaman, serta gagasan kolektif para pemangku kepentingan lokal 

terkait partisipasi politik, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Pada 
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konteks Nagari Pasie Laweh yang baru saja terdampak bencana galodo, FGD 

berperan sebagai ruang strategis untuk merekonstruksi kesadaran politik 

masyarakat sekaligus mengidentifikasi tantangan konkret yang dihadapi demokrasi 

lokal pascabencana.  

Pendekatan partisipatif tersebut sejalan dengan pandangan bahwa demokrasi di 

tingkat lokal membutuhkan ruang deliberatif yang inklusif agar aspirasi masyarakat 

terdampak dapat terartikulasikan secara kolektif (Habermas, 1996). Keterlibatan 

peserta dalam FGD mencakup berbagai elemen sosial utama di nagari, mulai dari 

tokoh adat, ulama, perangkat nagari, anggota Badan Musyawarah (Bamus), bundo 

kanduang, hingga pemuda. Pelibatan beragam unsur ini dimaksudkan untuk 

menangkap spektrum pandangan yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial-

politik nagari dalam situasi pascabencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. FGD dan sosialisasi Pilkada 2024 di Nagari Pasie Laweh 

Sumber: Dok. Tim PKM, 2024 

 

Proses FGD difasilitasi secara terbuka dan deliberatif oleh tim pengabdian dari 

UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan mengedepankan pendekatan kultural 

Minangkabau yang berakar pada tradisi musyawarah dan mufakat. Para peserta 

didorong untuk merefleksikan perubahan kondisi sosial-politik nagari 

pascabencana, sekaligus mendiskusikan bagaimana pengalaman krisis tersebut 

memengaruhi orientasi serta semangat politik masyarakat. Sejumlah tokoh 

masyarakat menegaskan bahwa bencana telah mengguncang fondasi kehidupan 

komunal, termasuk menurunnya perhatian warga terhadap agenda politik nagari. 

Kondisi ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

tekanan psikologis dan ekonomi pascabencana sering kali menggeser prioritas 

masyarakat dari partisipasi politik menuju pemenuhan kebutuhan dasar ((Duque 

Monsalve et al., 2024). 

Hasil diskusi menunjukkan bahwa salah satu temuan penting adalah 

menguatnya persepsi bahwa politik masih dipandang sebagai ranah elitis yang 

kurang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam 

situasi darurat. Pemilu dan Pilkada lebih sering dipahami sebagai rutinitas elektoral 

lima tahunan, bukan sebagai instrumen strategis untuk memilih pemimpin yang 

mampu mengartikulasikan kepentingan warga terdampak. Persepsi tersebut 

mencerminkan adanya jarak komunikasi yang signifikan antara elite politik lokal 

dan masyarakat nagari, suatu kondisi yang dalam literatur partisipasi politik dikenal 

sebagai krisis representasi (Aspinall & Sukmajati, 2016). Minimnya pendidikan 

politik selama masa pemulihan turut memperdalam kesenjangan tersebut. 
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Selain itu, diskusi juga mengemukakan kekhawatiran kolektif terkait potensi 

penyalahgunaan momentum Pilkada oleh aktor politik tertentu melalui praktik 

politik uang, terutama dengan menyasar masyarakat yang berada dalam kondisi 

ekonomi rentan. Para peserta sepakat bahwa situasi pascabencana menciptakan 

bentuk kerentanan baru dalam demokrasi elektoral di tingkat lokal. Kekhawatiran 

ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kemiskinan dan 

ketergantungan terhadap bantuan dapat meningkatkan risiko praktik transaksional 

dalam pemilu lokal (Aspinall, 2019; Muhtadi, 2019). Oleh karena itu, peserta FGD 

menekankan pentingnya membangun gerakan moral dan kultural yang 

berlandaskan nilai adat dan agama sebagai benteng sosial dalam menjaga integritas 

demokrasi di Minangkabau. 

Sebagai tindak lanjut dari diskusi, FGD juga melahirkan gagasan untuk 

mengaktifkan kembali forum-forum musyawarah di tingkat jorong sebagai ruang 

diskusi politik warga. Forum-forum ini dipandang sebagai media yang relatif aman, 

kontekstual, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat untuk membahas 

isu-isu Pilkada, baik melalui pertemuan informal di lapau maupun di surau. 

Gagasan tersebut sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif yang menekankan 

pentingnya ruang diskusi di tingkat akar rumput sebagai basis pembentukan pilihan 

politik yang sadar dan reflektif (Tresiana et al, 2023) 

Perhatian terhadap isu representasi perempuan turut mengemuka dalam 

dinamika diskusi. Sejumlah peserta menilai bahwa perempuan masih kerap 

ditempatkan sebagai objek politik dalam setiap momentum pemilu dan Pilkada. 

Salah seorang peserta perempuan menegaskan perlunya dorongan agar program 

dan platform calon kepala daerah benar-benar berorientasi pada penguatan serta 

pemberdayaan perempuan. Pandangan ini sejalan dengan konsep representasi 

substantif yang menekankan bahwa kehadiran perempuan dalam demokrasi tidak 

cukup bersifat simbolik, tetapi harus tercermin secara nyata dalam agenda dan 

kebijakan publik (Krook & Zetterberg, 2014) 

Secara umum, dinamika persepsi politik yang terungkap melalui FGD 

menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dan unsur kelembagaan lokal 

memegang peran strategis dalam membangkitkan kembali partisipasi politik warga 

pascabencana. Pendekatan kultural yang bersifat kolaboratif terbukti efektif dalam 

merekatkan kembali hubungan antara masyarakat dan politik lokal. Temuan ini 

menjadi pijakan awal dalam merancang strategi pengabdian lanjutan, khususnya 

melalui program literasi politik perempuan dan kampanye anti politik uang, 

sekaligus menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak hanya 

menyangkut aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan dan politik 

demokrasi. 

 

3. Literasi Politik Perempuan dalam Konteks Demokrasi Lokal Pascabencana 

Salah satu orientasi strategis dalam pelaksanaan program pengabdian ini 

diarahkan pada penguatan literasi politik bagi perempuan. Penetapan fokus tersebut 

didasarkan pada realitas empiris bahwa dalam berbagai kajian, perempuan di 

wilayah pedesaan masih sering berada pada posisi pinggiran dalam diskursus dan 

praktik politik lokal. Kondisi ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, 

kuatnya budaya patriarki, serta keterbatasan akses terhadap informasi politik yang 
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memadai (Krook & Restrepo Sanín, 2016). Padahal, perempuan merupakan 

kelompok pemilih yang signifikan secara kuantitatif dan memiliki peran strategis 

dalam membentuk opini politik di lingkungan keluarga maupun komunitas, 

terutama dalam masyarakat komunal seperti nagari. 

Di Nagari Pasie Laweh, situasi tersebut diperparah oleh dampak bencana 

galodo yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga meningkatkan 

beban kerja domestik yang harus ditanggung perempuan. Kondisi pascabencana ini 

secara tidak langsung mempersempit ruang partisipasi publik perempuan dan 

menempatkan mereka dalam posisi yang semakin rentan, baik secara sosial maupun 

politik. Temuan ini sejalan dengan sejumlah kajian yang menunjukkan bahwa 

bencana alam cenderung memperdalam ketimpangan gender dalam akses terhadap 

ruang publik dan proses pengambilan keputusan (Bradshaw & Fordham, 2015;  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kegitan Literasi Politik Perempuan di Nagari Pasie Laweh 
Sumber: Dok Tim PKM, 2024 

 

Pelaksanaan kegiatan literasi politik dilakukan melalui pelatihan intensif 

selama satu hari penuh yang melibatkan sekitar 40 peserta perempuan dengan latar 

belakang yang beragam, mulai dari anggota PKK, kader Posyandu, jamaah majelis 

taklim, hingga pelaku UMKM. Rancangan pelatihan mengadopsi pendekatan 

andragogi yang menekankan dialog partisipatif, refleksi atas pengalaman hidup 

peserta, serta pembelajaran yang kontekstual dengan realitas sehari-hari. 

Pendekatan ini dipandang relevan dalam pendidikan politik orang dewasa karena 

mampu mengaitkan pengalaman personal peserta dengan persoalan politik yang 

mereka hadapi secara langsung (Azhar et al, 2024).  

Materi pelatihan difokuskan pada tiga tema utama, yakni hak-hak politik 

perempuan, pentingnya peran sebagai pemilih yang cerdas, serta strategi menolak 

praktik politik uang dalam konteks pemilihan kepala daerah. Pada tahap awal 

kegiatan, fasilitator menyampaikan pemaparan mengenai sejarah partisipasi politik 

perempuan di Indonesia serta landasan hukum yang menjamin kesetaraan hak 

politik. Diskusi ini bertujuan untuk membuka pemahaman peserta bahwa 

perempuan memiliki hak dan posisi yang setara dalam menentukan arah politik 

lokal, termasuk dalam Pilkada 2024. Peningkatan kesadaran tersebut menjadi 

penting mengingat rendahnya literasi hukum dan politik sering kali menjadi faktor 

penghambat utama partisipasi politik perempuan di tingkat lokal (Kahpi dan 

Harahap, 2024). Sejumlah peserta mengakui bahwa melalui sesi ini mereka baru 

menyadari nilai strategis suara politik perempuan dalam menentukan 

kepemimpinan daerah. 
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Sesi berikutnya diarahkan pada penguatan kapasitas peserta sebagai pemilih 

yang rasional dan kritis. Peserta diajak untuk mengenali berbagai bentuk kampanye 

politik, memahami profil calon kepala daerah, serta mengikuti simulasi analisis visi 

dan misi kandidat dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan dalam situasi 

pascabencana. Melalui kerja kelompok, peserta menyusun indikator calon 

pemimpin ideal, seperti sensitivitas terhadap kebutuhan ibu rumah tangga, 

keberpihakan pada pemulihan ekonomi mikro, serta komitmen terhadap 

perlindungan kelompok rentan. Proses ini mencerminkan praktik literasi politik 

substantif, di mana warga tidak hanya berpartisipasi secara prosedural, tetapi juga 

mampu menilai kualitas kepemimpinan dan substansi kebijakan secara kritis (Putri, 

2025).  

Di luar penyampaian materi, kegiatan literasi politik juga menyediakan ruang 

diskusi terbuka bagi peserta untuk mengidentifikasi isu-isu perempuan yang 

dianggap mendesak untuk diperjuangkan dalam Pilkada. Beberapa isu yang 

mengemuka antara lain layanan kesehatan ibu dan anak, akses pendidikan anak 

pascabencana, serta dukungan dan perlindungan terhadap perempuan dari 

kekerasan domestik. Diskusi ini menunjukkan bahwa literasi politik tidak hanya 

berfungsi meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif 

perempuan terhadap kepentingan politik bersama.  

Dalam kerangka Participatory Action Research (PAR), kegiatan literasi politik ini 

tidak diposisikan semata sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan sebagai 

bagian dari siklus aksi, refleksi dan transformasi sosial. Partisipasi aktif peserta 

dalam diskusi, simulasi, dan perumusan isu-isu prioritas menunjukkan bahwa 

perempuan diperlakukan sebagai subjek yang merefleksikan pengalaman 

pascabencana dan menerjemahkannya ke dalam kepentingan politik kolektif. Proses 

tersebut sejalan dengan prinsip PAR yang menekankan pembelajaran bersama, 

pengembangan kesadaran kritis, serta perubahan sosial berbasis pengalaman 

komunitas (Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014). Dengan demikian, literasi politik 

perempuan di Nagari Pasie Laweh tidak hanya berkontribusi pada peningkatan 

kapasitas individu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kembali 

kualitas demokrasi lokal yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam konteks 

pascabencana. 

 

4. Resistensi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pilkada Pascabencana 

Kampanye anti politik uang merupakan salah satu komponen strategis dalam 

rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim. 

Inisiatif ini berangkat dari kekhawatiran yang mengemuka dalam rangkaian Focus 

Group Discussion (FGD) dan kegiatan literasi politik perempuan terkait potensi 

menguatnya praktik vote buying di tengah masyarakat terdampak bencana. Dalam 

situasi pascabencana galodo, melemahnya kondisi ekonomi warga dipandang 

membuka ruang bagi kandidat atau tim sukses yang tidak bertanggung jawab untuk 

memengaruhi pilihan politik masyarakat melalui pemberian uang tunai maupun 

bantuan sembako. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa politik uang tetap 

memiliki daya pengaruh terhadap perilaku pemilih yang berada dalam kondisi 

ekonomi rentan. (Hansiden & Supit, 2025).  
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Gambar 3. Kampaye Anti Politik Uang 
Sumber: Dok Tim PKM, 2024 

 

Dalam pelaksanaannya, kampanye ini mengadopsi pendekatan visual karena 

dinilai lebih mudah dipahami, komunikatif, serta selaras dengan simbol dan nilai 

budaya lokal. Salah satu media utama yang digunakan adalah spanduk dan banner 

bertema anti politik uang yang dipasang di sejumlah titik strategis di Nagari Pasie 

Laweh. Spanduk dan banner tersebut memuat pesan-pesan moral dan edukatif yang 

berfungsi sebagai medium refleksi publik untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai dampak destruktif politik uang terhadap kualitas demokrasi 

lokal (Birner et al., 2021, Fathol Bari. (2023).). 

Pemasangan spanduk dilakukan di lokasi-lokasi dengan tingkat mobilitas 

warga yang tinggi, seperti masjid, surau, lapau, kantor wali nagari, pos ronda, serta 

jalan utama antar jorong. Penentuan titik-titik tersebut didasarkan pada hasil 

observasi lapangan dan diskusi dengan tokoh masyarakat mengenai ruang publik 

yang efektif dalam membentuk opini dan kesadaran warga. Selain spanduk, tim 

pengabdian juga mendistribusikan selebaran berukuran kecil yang berisi penjelasan 

singkat mengenai politik uang, dampaknya terhadap demokrasi, serta langkah-

langkah kolektif untuk menolaknya. 

Di samping penggunaan media visual, tim pengabdian melakukan pendekatan 

informal melalui dialog langsung dengan warga di lapau, masjid, surau dan musala. 

Interaksi ini membuka ruang reflektif bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman 

terkait tekanan politik maupun godaan material dari pihak-pihak tertentu. 

Tantangan sempat muncul ketika sebagian pihak menilai pemasangan spanduk 

sebagai bentuk keberpihakan politik. Oleh karena itu, tim pengabdian menegaskan 

bahwa kampanye ini bersifat netral, tidak menyasar individu maupun partai politik 

tertentu, dan murni ditujukan sebagai pendidikan politik warga. Penegasan 

netralitas tersebut menjadi krusial agar kampanye tidak dipersepsikan sebagai 

bagian dari kontestasi politik praktis. 

Dampak awal dari kampanye ini terlihat dari meningkatnya intensitas diskusi 

warga mengenai kualitas calon pemimpin, termasuk program pemulihan ekonomi, 

skema bantuan pascabencana, serta komitmen kandidat dalam memberdayakan 

masyarakat lokal. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi 

pemilih dari pragmatisme transaksional menuju rasionalitas yang lebih substantif. 

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa 

peningkatan kesadaran politik warga dapat mengurangi daya tarik politik uang 

sekaligus memperkuat kualitas demokrasi lokal (Bora & Susu, 2024). 
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Dari sudut pandang akademik, pengalaman ini mengindikasikan bahwa 

pendidikan politik berbasis komunitas dapat berfungsi sebagai mekanisme proteksi 

demokrasi, khususnya dalam situasi krisis. Teori demokrasi deliberatif menekankan 

pentingnya penyediaan ruang diskusi yang inklusif untuk menumbuhkan 

kesadaran kritis warga . Dalam konteks Nagari Pasie Laweh, kampanye anti politik 

uang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membentuk pengalaman kolektif 

masyarakat dalam menolak praktik politik transaksional. Pendekatan ini sejalan 

dengan prinsip Participatory Action Research (PAR) yang menekankan 

pembelajaran reflektif, aksi bersama, serta transformasi sosial berbasis komunitas. 

Lebih lanjut, praktik kampanye ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai budaya 

lokal dan ikatan komunal dapat berfungsi sebagai benteng kultural terhadap 

manipulasi politik. Ketika masyarakat diberdayakan melalui pendekatan yang 

kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, pengaruh politik uang 

dapat diminimalkan (Bayo & Santoso, 2019).  

Secara keseluruhan, pengalaman kampanye anti politik uang ini menunjukkan 

bahwa pendidikan politik yang bersifat partisipatif, visual, dan berbasis budaya 

lokal tidak hanya mendorong resistensi terhadap praktik politik uang, tetapi juga 

berkontribusi pada penguatan kapasitas demokrasi lokal secara lebih luas. Temuan 

ini menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak semata-mata berkaitan 

dengan aspek fisik dan ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi sosial-politik 

dan etis yang perlu diperkuat melalui keterlibatan aktif masyarakat. 

 

SIMPULAN  

Pelaksanaan program pengabdian ini memperlihatkan bahwa penguatan 

partisipasi politik masyarakat pascabencana dapat dilakukan secara efektif melalui 

pendekatan yang berakar pada komunitas, bersifat inklusif, dan disesuaikan dengan 

konteks sosial lokal. Melalui rangkaian kegiatan berupa Focus Group Discussion 

(FGD), literasi politik bagi perempuan, serta kampanye anti politik uang, masyarakat 

Nagari Pasie Laweh mulai menunjukkan tumbuhnya kesadaran baru mengenai 

urgensi keterlibatan aktif dalam proses demokrasi lokal menjelang Pilkada 2024. 

Sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, perangkat nagari, kelompok perempuan, 

dan pemuda membuktikan bahwa partisipasi politik tidak semata-mata berkaitan 

dengan aspek teknis elektoral, melainkan merupakan bagian integral dari proses 

pemulihan sosial dan penguatan tata kelola nagari pascabencana. 

Secara lebih luas, pendekatan partisipatif yang diterapkan oleh tim pengabdian 

berhasil menghadirkan ruang pendidikan politik yang kontekstual dan dekat 

dengan realitas kehidupan masyarakat. Pemanfaatan media visual seperti spanduk, 

penggunaan bahasa Minangkabau, diskusi berbasis musyawarah, serta materi 

literasi politik yang berangkat dari kebutuhan nyata warga, telah membangun 

fondasi bagi terbentuknya pemilih yang lebih rasional, kritis, dan mandiri. 

Kampanye anti politik uang tidak hanya berfungsi sebagai simbol penolakan 

terhadap praktik transaksional, tetapi juga menjadi langkah praktis dalam 

meneguhkan kembali nilai-nilai demokrasi yang jujur dan bermartabat. Capaian ini 

menunjukkan potensi pengembangan model pengabdian serupa untuk diterapkan 



Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 8(1), 2026, pp. 134-149. | 147 

 

di wilayah lain yang menghadapi dinamika politik dan sosial pascabencana dengan 

karakteristik yang sebanding. Dengan demikian, model pendidikan politik berbasis 

komunitas yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal terbukti mampu menjawab 

permasalahan rendahnya partisipasi politik masyarakat pascabencana di Nagari 

Pasie Laweh. 
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